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1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;

2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA TABARRU’ DAN
DANA TANAHUD MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN
MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan
Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu
untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan
jumlah dana tabarru’ dan dana tanahud minimum berbasis risiko dan
modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan sebagai berikut:

I.  KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan

reasuransi syariah, dan unit syariah.



Unit Syariah adalah wunit kerja di kantor pusat perusahaan
asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan
usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi
umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian.

Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang
menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip
syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi
Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan
Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari
perusahaan reasuransi.

Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang
selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling
sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan
memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi
dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk
asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk wunit maupun
bukan unit.

Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD
adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat
solvabilitas.

Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat
MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk
mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari

dana Perusahaan.



II.
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Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko
yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana
yang dibutuhkan wuntuk mengantisipasi risiko kerugian yang
mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan
aset dan liabilitas dari dana tabarru’ dan dana tanahud.

Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud adalah
selisih antara jumlah AYD dari dana tabarru’ dan dana tanahud
dikurangi dengan liabilitas dari pengelolaan dana tabarru’ dan
dana tanahud.

Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara
jumlah AYD dari dana Perusahaan dikurangi dengan liabilitas
dari pengelolaan dana Perusahaan.

Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

PERHITUNGAN DANA TABARRU’ MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN
MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1.

DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan ditetapkan berdasarkan
besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari pengelolaan
dana tabarru’ dan dana perusahaan.

Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada angka 1
harus dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

KETENTUAN PENUTUP

1.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Dana  yang Diperlukan
untuk  Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana
Tabarru’ dan  Perhitungan Jumlah Dana yang  Harus

Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian



yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi
dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017
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OTORITAS JASA KEUANGAN,
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